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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMBELI BARANG HASIL LELANG EKSEKUSI
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL))
CABANG SUMATERA UTARA

Oleh

EMMI RAHMIWITA NASUTION
Dosen Kopertis Wil. | Sumatera Utara, dpk. STIH Muhammdiyah Asahan

Abstract

In selling out to public by auction is a matter that has been ruled and for it is
“=zulated particularly as contained on the Auction Regulations made by Dutch ruler namely
“engu Reglement, Staatsblad No. 189 of 1908 and got amendment to Staatblad of 1941 No.3
= fo adopt it through now on effective still with other regulations. In administering an
‘muction, legal protection for buyer in auction with execution especially to one with good
==savior is highly required particularly for realizing justice, effectiveness and legal certainty
“=fers to the existence of iaw purpose. This study is intended to know how the legal

stection to the buyer of auction executed and whether the regulations available is in
SuTicient to generate the protection or require yet more explanation for legal certainty

mainly buyer in auction axecution.

S=wwords: legal protection, buyer in auction with execution, KPKNL.

+. PENDAHULUAN

Pelaksanan  putusan  pengadilan
=ssekusi) terhadap suatu jaminan yang
= 2minkan dalam suatu perjanjian terjadi
=woat adanya wanprestasi dari debitor
#czlah  merupakan salah satu bentuk
w=pastian hukum vyang diharapkan dari
w2tan perjanjian yang dibuat oleh para
aak.

Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi
“=0zgai tindakan hukum yang dilakukan
220 pengadilan kepada pihak yang kalah
Zzam suatu perkara, merupakan aturan
Zan tata cara lanjutan dari proses
s=meriksaan perkara. Oleh karena itu
s«sekusi tiada lain daripada tindakan yang
w=sinambungan dari keseluruhan proses
mu<um acara perdata.

Hasil dari eksekusi adalah
s=elangan barang agunan milik debitor.
“=laksanaan lelang pada dasarnya harus
s=suai dengan tata cara (prosedur) yang ada
/2ty sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku, yang memberikan
akibat, apabila dilanggar maka akan
menimbulkan sanksi hukum bagi para
pihak yang melaksanakannya dan akan
dimintakan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan keputusan tersebut. Untuk
pelaksanaan lelang dilakukan pada
(Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara KPZLN) vyang berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun
2006 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas

Eselon |  Kementerian  Republik
Indonesia. kemudian berganti nama
menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL), dan untuk
selanjutnya penyebutan nama kantor ini
menjadi KPKNL.

Dalam kaitannya dengan lelang,
untuk terselenggaranya suatu lelang
maka ada pihak-pihak yang berperan
serta aktif didalamnya, yaitu pejabat
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lelang, penjual, peserta lelang, pembeli,
dan pengawas lelang. Pihak vyang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
peserta lelang yang menjadi pemenang
lelang (pembeli barang lelang) yang
beriktikad baik, melaksanakan ketentuan
dan memenuhi persyaratan peserta lelang.

Berdasarkan beberapa kasus yang
ada, terlihat bahwa masih dimungkinkannya
barang yang dilelang dapat digugat oleh
pihak debitor ataupun pihak ketiga dari
barang tersebut. Alangkah tidak adilnya
bagi pemenang lelang (pembeli barang
lelang) yang beriktikat baik dikemudian hari
ikut digugat/tergugat oleh pihak-pihak yang
berperkara yaitu debitor dan atau pihak
ketiga yang akhirnya mengakibatkan barang
yang dibelinya tidak didapatkannya.
Gugatan biasanya terjadi pada barang yang
diagunkan oleh debitor. Hal ini tentu saja
akan menimbulkan selain ketidakadilan bagi
pemenang lelang tetapi juga akan
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
para pihak.

Menurut teori konvensional, tujuan
hukum  adalah mewujudkan  keadilan
(rechtsgerechtigheid), kemanfaatan
(rechtsutiliteit) dan kepastian hukum
(rechtszekerheid).(Achmad Ali, 2002).

Dengan  demikian  perlindungan
hukum khususnya bagi pembeli barang hasil
lelang (pemenang lelang) sangat dibutuhkan
untuk terciptanya keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum yang menjadi tujuan
hukum tersebut.

Pada masa sekarang ini kepastian
hukum adalah suatu hal yang sangat
diharapkan untuk penegakan kebenaran dan
keadilan sehingga pemerintah  harus
menyadari  bahwa  masih  banyaknya
perangkat hukum yang harus dibuat dan
dikembangkan untuk penegakan hukum
tersebut.

B. PEMBAHASAN
A. Kajian Teori, Pengertian dan Dasar
Hukum
1. Kajian Teori
Dalam bukunya Teori dan Filsafat
Umum, sarjana W. Friedman mengatakan
perkembangan ilmu hukum tidak terlepas

dari  teori  hukum  sebagai
landasannya dan tugas teori hukum
adalah menjelaskan nilai-nilai hukum
dan postulat-postulatnya hingga dasar-
dasar filsafatnya yang paling dalam.

Hukum pada hakekatnya adalah
sesuatu yang abstrak, tetapi dalam
manifestasinya bisa berwujud konkrit.
Suatu ketentuan hukum baru dapat
dinitai baik jika akibat-akibat yang
dihasilkan dari penerapannya adalah
kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-
besarnya dan berkurangnya
penderitaan. (Rasjidi Lily, 1993)

Dalam hal mewujudkan keadilan,
Adam Smith (1723-1790), Guru Besar
dalam bidang filosofis moral dan sebagi
ahli teori hukum dari Glasgow University
pada tahun 1750, telah melahirkan
ajaran mengenai keadilan (justice).
Smith mengatakan bahwa; “tujuan
keadilan adalah untuk melindungi diri
dari kerugian (the end of justice is to
secure from injury). (Bismar Nasution,
2004)

Menurut G.W. Paton, hak yang
diberikan oleh hukum ternyata tidak
hanya mengandung unsur perlindungan
dan kepentingan tetapi juga kehendak.
(Satjipto Rahardjo, 2000)

Berdasarkan dengan teori yang
ada maka perlindungan hukum terhadap
pembeli barang hasil lelang eksekusi
adalah didasarkan kepada beberapa
teori yang ada tersebut yang saling
berkaitan satu dengan lainnya. Untuk
mengkaji  lebih mendalam tentang
penelitian ini, maka ada baiknya
dijelaskan maksud dari perlindungan
hukum, pembeli barang hasil lelang
eksekusi dan eksekusi itu sendiri.

Dalam kata perlindungan,
apabila diambil dari kata dasar lindung
dalam  pengertian kamus Bahasa
Indonesia  adalah  bernaung  atau
bersembunyi, yang apabila dirangkaikan
dengan kata hukum, maka perlindungan
hukum adalah suatu keadaan tempat
bernaung dibawah payung hukum
(Undang-Undang), maksudnya adalah
keadaaan atau tempat bernaung yang
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Zapat memberikan rasa aman dan nyaman
22g1 yang membutuhkan yang sesuai dengan
ceraturan yang ada.

<. Pengertian Lelang

Dalam Sosialisasi Rancangan Undang-
-ndang Lelang, Tim Departemen Keuangan
=1L 09 Desember 2004 Di Medan,
—epartemen Keuangan Republik indonesia
—irektorat Jenderal Piutang Dan Lelang
“=gara Kantor Wilayah | Medan menyatakan
22nwa Pembeli barang hasil lelang adalah
»=serta lelang yang disahkan sebagai
se=menang lelang oleh pejabat lelang atas
sersetujuan penjual. Peserta lelang adalah
wang yang bertindak atas namanya sendiri
#2u sebagai kuasa dari pihak lain, yang
memenuhi  persyaratan sesuai ketentuan
vang berlaku untuk menawar barang yang di
elang.

Berdasarkan  Keputusan  Menteri
*=uangan No. 93/PMK.06/ 2010 Pasal 1 ayat

dan ayat (4) menyatakan bahwa lelang
azzlah penjualan barang yang dilakukan di
T™uka umum dengan penawaran harga
“=riulis dan/atau lisan semakin meningkat
2y menurun  untuk mencapai  harga
w=rtinggi, yang didahului dengan
fsngumuman Lelang. Sedangkan lelang
=xsekusi adatah lelang untuk melaksanakan
Jutusan/penetapan pengadilan, dokumen-
“okumen lain yang dipersamakan dengan
“w, dan/atau melaksanakan ketentuan
Z2iam peraturan perundang-undangan,

Di dalam Kamus Hukum pengertian
2an eksekusi adalah “pelaksanaan putusan
m=ngadilan: pelaksanaan putusan hakim
.1 pelaksanaan  hukuman  badan
sengadilan  (khususnya hukuman mati);
senyitaan dan penjualan seseorang atau
@innya karena berutang”. (Sudarsono,
1999).

Sedangkan pengertian eksekusi yang
“maksudkan oleh peneliti dalam tulisan ini
sizlah sejalan dengan pengertian Djazuli
fachar  yaitu eksekusi sebagai law
enforcement atau penegakan hukum, yaitu
%s2tu usaha nyata secara paksa untuk
melaksanakan putusan karena para pihak
#2u salah satu pihak dalam putusan

pengadilan tidak mau mentaati
secara suka rela. (Djazuli Bachar,1987)
Melihat  pengertian  tersebut

diatas maka eksekusi terjadi
dikarenakan adanya hutang yang tidak
dibayar sehingga menyebabkan

penyitaan dan penjualan terhadap
barang diputuskan untuk disita.

Dalam perjanjian pokok maupun
dalam perjanjian penjaminannya, para
pihak biasa memperjanjikan bahwa
apabila debitor tidak memenuhi janji-
janji yang tertuang dalam perjanjian-
perjanjian yang disetujui bersama,
maka hutang debitor seketika dapat
untuk ditagih. Dengan demikian cidera
janji itu bisa berupa lalainya debitor
memenuhi kewajibannya untuk
pelunasan hutangnya pada saat jatuh
tempo, maupun tidak dipenuhinya janji-
janji yang diperjanjikan, baik dalam
perjanjian pokok maupun
penjaminannya sekalipun hutangnya
belum jatuh tempo.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum dari lelang adalah
Vendu Reglement Staatsblad Tahun
1908 yaitu peraturan pemerintah
peninggalan Belanda yang masih
digunakan sampai sekarang ini yang
digunakan dengan disesuaikan
seperlunya untuk masa sekarang ini.
Adapun untuk iengkapnya dasar hukum
yang digunakan untuk lelang adalah:

1. Vendu Reglement, Staatsblad
No. 189 Tahun 1908 tentang
Peraturan Penjualan di Muka
Umum di indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Staatsblad
Tahun 1941 No. 3.

2. Vendu Reglement, Staatsblad
Tahun 1908 No. 190 tentang
Instruksi  Lelang sebagaimana
telah diubah dengan Staatsbiad
Tahun 1930 No. 85.

3. Peraturan Pemerintah No. 390
Tahun 1949 tentang Peraturan
Pemungutan Bea Lelang Untuk
Pelelangan dan Penjualan Umum.
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4. Keputusan Menteri Keuangan No.
93/PMK.06/2010 tentang Petujuk
Pelaksanaan Lelang.

5. Keputusan Menteri Keuangan No.
174/PMK.06/2010 tentang Pejabat
Lelang Kelas |.

6. Keputusan Menteri Keuangan No.
175/PMK.06/2010 tentang Pejabat
Lelang Kelas il.

7. Keputusan Menteri Keuangan No.
176/PMK.06/2010 tentang Balai

Lelang.
8. Keputusan Direktur Jenderal
Kekayaan Negara No. PER-

03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Lelang.

Sedangkan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait dengan lelang
antara lain:

1. Undang-Undang Perbendaharaan

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Perdata (HIR dan RBg)

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana
Undang-Undang Hak Tanggungan
Undang-Undang Kepailitan
Undang-Undang Perbankan
dan lain-lain.

MRS

B. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) yang sebelumnya
disebut Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelang Negara (KPZLN) adalah salah satu
unit operasional Direktorat  Jenderal
Kekayaan Negara. Kantor Lelang Negara
secara struktural berada dibawah Kantor
Wilayah (Kanwil) [l Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Medan.

KPKNL  Medan berkedudukan di
Medan yang mempunyai wilayah kerja
meliputi Medan, Binjai, Pematang Siantar,
Kisaran dan Padang Sidempuan.

Berdasarkan  Keputusan  Menteri
Keuangan Republik Indonesia No.
102/PMK.02/2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tugas
pokok KPKNL adalah  melaksanakan
pelayanan di bidang kekayaan Negara,
penilaian, piutang negara dan lelang.

Pasal

melaksanakan

Dalam
tugasnya sebagaimana dimaksud dalam

30 tersebut, KPKNL

menyelenggarakan fungsi:

a.

Inventarisasi,
pengadministrasian,
pendayagunaan,
kekayaan negara.
Retribusi, verifikasi dan analisa
pertimbangan permohonan
pengalihan serta penghapusan
kekayaan negara.

Registrasi penerimaan berkas,
penetapan, penagihan,
pengelolaan barang jaminan,
eksekusi, pemeriksaan harta
kekayaan  milik  penanggung
hutang/penjamin hutang.
Penyiapan bahan pertimbangan
atas permohonan keringanan
jangka waktu dan/atau jumlah
hutang, usul pencegahan dan
penyanderaan penganggung
hutang  dan/atau  penjamin
hutang, serta penyiapan data
usul penghapusan piutang
negara.
Pelaksanaan
penilaian.
Pelaksanaan pelayanan lelang.
Penyajian informasi di bidang
kekayaan negara, penilaian,
piutang negara dan lelang.
Pelaksanaan penetapan dan
penagihan piutang negara serta
pemeriksaan kemampuan
penanggung hutang atau
penjamin hutang dan eksekusi
barang jaminan.

Pelaksanaan pemeriksaan barang
jaminan milik  penanggung
hutang atau penjamin hutang
serta harta kekayaan lain.
Pelaksanaan bimbingan kepada
pejabat lelang.

Inventarisasi, pengamanan, dan
pendayagunaan barang jaminan.

pengamanan

pelayanan

Pelaksanaan pemberian
pertimbangan  dan  bantuan
hukum  pengurusan  piutang

negara dan lelang.
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m. Verifikasi dan pembukuan
penerimaan pembayaran piutang
negara dan hasil lelang.

n. Pelaksanaan administrasi Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang.

Untuk mewujudkan
sertanggungjawaban atas penyelenggaraan
“ugas dan fungsi KPKNL yang juga sebagai
selaksanaan dari Instruksi Presiden No. 7
Tzhun 1999, disusunlah laporan
sauntabilitas kinerja KPKNL Medan untuk
s=Uiap tahun anggaran.

Dengan adanya laporan
@euntabilitas tersebut diharapkan para
»=izksana  tugas KPKNL Medan dapat
#=makin terdorong dan termotivasi untuk
meningkatkan kinerja sehingga sasaran dan
“iuan dari visi-misi KPKNL dapat tercapai.

Gambar 1

- Fungsi Lelang dan Jenis-Jenis Lelang
. Fungsi Lelang

Dilihat  dari fungsinya, lelang
merupakan institusi pasar yang

mempertemukan penjual dan pembeli
= suatu saat dan tempat tertentu
“=mgan cara pembentukan harga yang
mmpetitif.

Fungsi tersebut dimanfaatkan untuk:

'. Memberikan pelayanan penjualan

Darang secara lelang yang bersifat

cepat, efisien, aman dan dapat

mewujudkan harga vyang wajar
kepada masyarakat/pengusaha yang

menginginkan barangnya untuk di

lelang.

<. Memberikan  pelayanan  penjual
barang yang bersifat paksa atau
eksekusi baik menyangkut bidang
pidana, perdata maupun masalah
perpajakan dalam rangka mendukung
terwujudnya keadilan dalam
masyarakat.

= Memberikan pelayanan penjualan
calam rangka mengamankan barang-
barang yang dimiliki/dikuasai oleh
negara termasuk barang-barang milik

SUMN/BUMD.

miskin, {H. Rochmat
Soemitro, 1987).

ETAUKTUR ORGANIZAS! KPKNL MEDAN

Sumoar: Lamgimn 12

Pasmiusen Mpnlan Kessngan Ma, 103/5K 0112008
Tanking Crganizas sden

Direriernt

Fungsi lainnya dari lelang adalah
fungsi yang disebut dengan fungsi privat
dan fungsi publik.

Fungsi privat lelang terlihat pada
peranan lelang sebagai institusi pasar
yang mempertemukan penjual dan
pembeli sehingga lelang berperan dalam
memperlancar arus lalulintas
perdagangan barang dan lelang dapat
dipergunakan secara luas  oleh
masyarakat.

Fungsi  publik dari lelang
tercermin dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Mengamankan aset yang
dimiliki/dikuasai negara untuk
meningkatkan efisiensi dan tertib
administrasi dari  pengelolaan
aset tersebut.

2. Pelayanan penjualan barang
dalam rangka menwujudkan

penegakkan hukum (law
enforcement) yang
mencerminkan keadilan,

keamanan dan kepastian hukum
seperti penjualan barang bukti
eks sita pengadilan, kejaksaan,
pajak, dan sebagainya. Dalam
hal ini lelang digunakan sebagai
sarana hukum untuk
melaksanakan  putusan  atau
penetapan instansi-instansi yang

= Mengumpulkan penerimaan negara berwenang.
Zam bentuk bea lelang dan uang
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3. Mengumpulkan penerimaan negara
dalam bentuk administrasi bea telang
dan uang miskin yang mengemban
fungsi budgetair.

2. Jenis-Jenis Lelang

Menurut Ida Novianti Kasubdit Bina
Lelang |, dalam makalahnya menyebutkan 3
(tiga) jenis lelang vaitu:

a. Lelang Eksekusi
Lelang Eksekusi adalah lelang

untuk melaksanakan
putusan/penetapan pengadilan
dokumen-dokumen tain yang

dipersamakan dengan itu, dan/atau
melaksanakan  ketentuan  dalam
peraturan perundang-undangan,
termasuk lelang eksekusi Pengadilan,
lelang  eksekusi  PUPN, lelang
eksekusi Pajak, dil.
b. Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang non eksekusi wajib
yaitu Lelang Noneksekusi Wajib
adalah lelang untuk melaksanakan
penjualan  barang yang oleh
peraturan perundang-undangan
diharuskan dijual melalui lelang,
termasuk lelang barang BMN/BMD,
lelang barang BUMN/BUMD
berbentuk Nenpersero, lelang benda
BMKT, dll.

C. Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang non eksekusi sukarela
adalah Lelang atas barang milik
swasta, orang atau badan
hukum/badan usaha yang dilelang
secara sukarela, termasuk Lelang
Barang Milik BUMN/D berbentuk
Persero, Lelang Barang Swasta, dll.

D. Proses Lelang di KPKNL Medan

1. Penyetoran Uang Jaminan

Dalam setiap pelaksanaan lelang
dapat disyaratkan kepada calon
peminat/pembeli untuk menyetorkan uang
jaminan. Besarnya uang jaminan ditentukan
oleh  penjual/pemohon lelang  dengan
memperhatikan saran dari KPKNL.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2)
Keputusan DJPLN No. KEP-35/PL/2002,
tenggang waktu antara penyetoran uang
Jaminan dengan tanggal pelaksanaan
lelang selambat-lambatnya 1 (satu) hari
kerja sebelum pelaksanaan lelang yang
disetorkan ke rekening KPKNL atau
kepada Pejabat Lelang Kelas il yang
bersangkutan.

Maksud ditentukan uang jaminan
lelang adalah:

1. Merupakan salah satu cara untuk
mengetahui  kesungguhan dari
calon peminat/pembeli lelang.

2. Merupakan suatu tindakan hukum
dan jaminan bahwa harga lelang
akan dibayar oleh pembeli tepat
pada waktunya vaitu selesai
pelaksanaan lelang.

Uang jaminan diperhitungkan
dari harga barang yang di lelang yang
dibeli oleh pembeli, sedangkan bagi
peminat lelang yang telah memberikan
uang jaminan tetapi tidak ditunjuk
sebagai pemenang lelang, maka uang
jaminan akan dikembalikan seluruhnya
kepada calon peminat tersebut tanpa
adanya pemotongan apapun.

Dalam hal calon peminat yang
ditunjuk  sebagai  pembeli lelang
wanprestasi dengan tidak melakukan
kewajibannya untuk melunasi harga
barang lelang sesuai jangka waktu yang
ditentukan vyaitu selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kecuali pembeli tersebut
mendapatkan dispensasi yaitu
persetujuan  penundaan pembayaran
harga lelang secara tertulis dari Direktur
Jenderal atas nama Menteri (Pasal 34
Peraturan DJKN No. PER-03/KN/2010).
Selanjutnya pembeli tersebut diberi
peringatan tertulis yang ditandatangai
oleh Kepala KPKNL dan tidak juga
diindahkan, maka Pejabat Lelang akan
membatatkan pembelian lelang tersebut
dengan membuat surat pernyataan
pembatalan dan uang jaminan tersebut
akan  disetorkan  kepada  Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara, dan
pembeli tersebut diberi sanksi tidak
dibenarkan mengikuti lelang diseluruh
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wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam)
bulan setelah ditunjuk sebagai pemenang
lzlang.

2. Penyerahan Nilai Limit

Setiap pelaksanaan lelang harus ada
narga limit terhadap barang yang dijual.
Harga limit ditentukan oleh pemohon
lelang/penjual  secara tertulis  dan
diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam
amplop tertutup dan dimasukkan dalam
otak transparan selambat-lambatnya pada
saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.

Harga limit merupakan pedoman bagi
pejabat lelang untuk menetapkan peminat
lelang  yvang mengajukan  penawaran
tertinggi dan dianggap telah mencapai atau
melampaui harga limit, maka
peminat/penawar tersebut dapat
dinyatakan sebagai pembeli.

3. Pelaksanaan Penawaran

Pelaksanaan sistem penawaran
dapat dilakukan secara terbuka, lisan naik-
naik atau dalam bentuk tertulis yang hanya
boleh diajukan satu kali Surat Penawaran
terhadap barang yang sama, yang tujuannya
adalah untuk mengoptimalkan harga barang
vang lelang.

Apabila dalam pelaksanaan lelang
tidak ada penawaran, maka Pejabat Lelang
menyatakan  bahwa lelang  tersebut
dinyatakan sebagai Lelang Tidak Ada
Penawaran dan Pejabat Lelang harus
membuat  Risalah Lelang Tidak Ada
Penawaran.

Untuk pelaksanaan lelang yang
harga penawaran tertinggi belum mencapai
Nilai Limit oleh Pejabat Lelang akan
dinyatakan sebagai Lelang Ditahan dan
Pejabat lelang tersebut harus membuat
Risalah Lelang Ditahan dan kepada
pemohon/penjual barang vyang dilelang
dikenakan biaya penahan lelang yaitu Bea
Lelang Ditahan dan Pejabat Lelang
mengeluarkan  kuitansi sementara yang
kemudian menyetorkannya ke
Bendaharawan Penerima.

4. Penunjukan Pemenang Lelang dan
Pembayaran Hasil Lelang

Terhadap calon
peminat/pembeli yang penawarannya
telah mencapai dan atau melebihi harga
limit, maka ditunjuk dan ditetapkan
sebagai pemenang  lelang, dan
pemenang lelang tersebut diwajibkan
untuk membayar harga lelang selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
pelaksanaan lelang, kecuali mendapat
dispensasi pembayaran uang hasil
lelang.

Prosedur #

1. Persiapanbelnog:
Painks 1

I

Fifaan |
Lelan g A Bascaleiang
4
Yo i 3
!;-ll—-w—m ﬁ % Silgmmeman
& . o Sb ivemmmmne

tur
e, ot B St 3 i oot o st o it 1 M
s oy i
P b g e, TPV Jaag e e Ga

mbar 2

Keterangan Skema (lda Novianti, 2010) :
Prosedur Lelang terbagi 3 (Tahap)
yaitu:
l. Persiapan Lelang
1a.Penjual mengajukan permohonan
lelang.
1b.Kepala KPKNL menetapkan Jadwal
Lelang.
2. Pengumuman Lelang oleh Penjual.
3. Peminat menyetor uang jaminan
agar sah sebagai peserta lelang.
Il. Pelaksanaan Lelang
4. Pelaksanaan lelang oleh
Pejabat  Lelang dari KPKNL,
peserta lelang atau kuasanya
harus hadir di tempat lelang.
Penawar vyang tertinggi yang
telah mencapai atau melampaui
Harga Limit disahkan sebagai
Pemenang Lelang/Pembeli
Il Purnalelang
5.a. Pemenang Lelang wajib
membayar Harga Lelang

berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.

Jurnal ltmiah Pendidikan Tinggi, Vol.5 No.2 Agustus 2012. ISSN LIP!: 1979-9640

Hal 52



5.b. KPKNL menyerahkan Risalah
Lelang sebagai bukti kepada
pemenang lelang.

5.c. KPKNL menyetor hasil bersih
lelang kepada Pemochon Lelang
dan menyetor Bea Lelang ke kas
negara.

Dari hasil penelitian pada KPKNL
Medan juga peneliti mendapatkan data
pelaksanaan lelang yang telah dilakukan
oleh KPKNL Medan sampai dengan November
2010.

TASIL PELAKSANAAN LELANG PADA KPRNL
MEDAN SAMPATI DENGAN NOVEMBER 1810

Dwwm. Eecuui Fhare
FERCLEHAN LELANG 57T NOVEMBER 2110
KETERANGAN TREKUNS] | POROK LELANG | BEA LELANG
1Rpy Reh

LELANG NON ERSERUSEW AL
* Barang Millk Megara ] o
» BUMN (L] 4268 46
LELANG ERSERLSE
PP a i n
* Pengadilan n 18 143
= Faiak 1 i i z
*Paal 6111 ot Tanggmgon ahe Szast a80
* Barang Sisasn Pasal 45 KUHAP 2 s H
® Basay Rampean 2 a El
* Fidusia H I i
LELANG KON ERSERLS SURARELA
* Pejabat Lelang Foelaa | dar Balsi Latang ] it 33
LELANG FERUM PEGADAIAN |

ET) [ 1akaxs 1311
Sumar Cata. KPRHE Madan Tab E'I

1

Dari tabel diatas diketahui bahwa
frekuensi barang yang telah lelang di KPKNL
Medan yang paling banyak dilakukan dalam
kurun waktu Januari sampai November 2010
adalah lelang hak tanggungan yaitu 630
kegiatan, sedangkan untuk lelang dari
Perum Pegadaian adalah 0 (nol) atau tidak
ada.

E. Faktor-Faktor Penyebab Debitur /Pihak
Ketiga Menggugat Barang Lelang.

Ada bebarapa faktor penyebab
debitur/pihak ketiga menggugat kembali
barang yang dilelang tersebut. Faktor-faktor
ini juga yang menjadi penyebab awal
gugatan dari debitur/pihak ketiga ketika
barang yang menjadi agunan tersebut akan
dieksekusi. Adapun faktor-faktor
penyebabnya antara lain:

1. Eksekusi Atas Barang Yang Lelang

Dilaksanakan Tidak Sesuai dengan

Amar Putusan.

Alasan ini sering menjadi dasar

debitur/pihak ketiga untuk

menggugat eksekusi karena amar
putusan tidak sesuai. Akan tetapi hal
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ini tidak membuat
batalnya eksekusi, oleh karena
itu eksekusi tetap dijalankan
meskipun  tereksekusi} tetap
keberatan  dan mer}gajukan
perlawanan.

}
. Amar Putusan Kurang Jelas.

Ketidakjelasan Amar Putusan
dapat membuat pihak
debitur/pihak ketiga membuat
perlawanan dan  menggugat
barang hasil lelang. Apabila hal
ini terjadi pada saat eksekusi,
maka vyang dapat dilakukan
adalah:

a. Eksekusi dikaitkan dengan
Pertimbangan Putusan.

b. Bila ukuran dan batas
tidak jelas, maka lakukan
pemeriksaan setempat
untuk menemukan secara
pasti luas dan letak tanah
yang hendak dieksekusi.

C. Menanyakan pendapat
majelis  hakim  yang
memutus perkara yang

bersangkutan.

d. Menyatakan Putusan
Noneksekutabel atas
Alasan Amar  Putusan
Tidak Jelas.

. Luas Tanah Berbeda Dengan

Amar
Apabila hal ini terjadi maka
eksekusi tetap dilaksanakan
dengan cara mengkaitkan
eksekusi antara amar putusan
dengan keadaan tanah yang gda,
tidak boleh dinyatakan
noneksekutorial. 1
a. Jika luas tanah mete
luas vyang tercantun
dalam amar putusah,
tanah  yang  ekseku$i
hanya seluas yang
disebutkan dalam amar.
b. Jika tanah yang
dieksekusi lebih luas dari
ukuran vyang disebutkan
dalam amar putusan,
patokan eksekusi harus
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berpedoman pada luas tanah
yang disebut dalam amar
putusan dan tanah
kelebihannya masih  milik
terggugat sampai pengugat
membuat gugatan baru
karena merasa dirugikan
(dalam hal ini gugatan yang
ada adalah atas tanah
kekurangan tersebut). Dalam
kasus ini  tidak boleh
dinyatakan noneksekutorial.

4. Amar Meliputi Pihak Yang Tidak

(1]
‘

Digugat.

Dalam hal ini dapat dicontohkan
pada kasus tanah dimana tanah
tersebut pemiliknya adalah A karena
warisan. A menggugat B untuk segera
mengosongkan tanah tersebut, akan
tetapi secara nyata tanah tersebut
berada di tangan C, sedangkan C
tidak ikut digugat, apakah amar
Putusan yang ada dapat menjangkau
C sehingga eksekusi penyerahan dan
pengososngan  dapat  dipaksakan
kepada C?

Hal ini dapat dijawab bahwa pada
asasnya Amar Meliputi Pihak yang
Tidak Digugat dan apabila C terbukti
memperoleh tanah tersebut dengan
Alas Hak yang Jelas, maka eksekusi
melalui gugatan yang baru.
Pelaksanaan Lelang Tidak Sesuai
Dengan Ketentuan Yang Berlaku.
Adanya alasan dari pihak
debitur/pihak ketiga bahwa
pelasanaan eksekusi yang kemudian
diteruskan dengan lelang adalah
tidak sesuai dengan prosedur yang
ada sehingga diharapkan bahwa
eksekusi dan lelang tersebut dapat
dibatalkan.

Hasil Lelang
Debitur/Pihak Ketiga.
Dalam hal ini debitur/pihak ketiga
merasa hasil dari lelang tidak sesuai
aturan yang ada. Debitur/pihak
ketiga menganggap nilai jual lelang
terlalu rendah sehingga merugikan
debitur/pihak ketiga.

Merugikan

7. Kelebihan Uang Hasil

Lelang Tidak Diberikan Ke
Pemilik Barang.
Dikarenakan uang hasil lelang
ternyata melebihi hutang yang
harus dibayarkan ke kreditur
(Bank) kemudian ternyata tidak
dikembalikan sisa wuang hasil
lelang tersebut kepada
debitur/pihak ketiga, maka ini
juga menjadi faktor penyebab
pihak  debitur/pihak  ketiga
mengugat barang vyang telah
dijual melalui lelang.

8. dsb.

F. Perlindungan Hukum Terhadap
Pembeli Barang Hasil Lelang
Eksekusi.

Hasil penelitian perlindungan
hukum bagi pembeli lelang dapat dilihat
dari 2 (dua) peraturan yang ada yaitu:

1. Berdasarkan Peraturan Hukum
Acara Perdata (HIR dan RBg)

Terhadap perlindungan pembeli
barang lelang sebenarnya telah diatur
didalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau
Pasal 218 ayat {2) RBG. Apabila ada
gugatan seperti conservatoir beslag
setelah adanya eksekusi penjualan
lelang adalah tidak tepat, dikarenakan
sejak putusan eksekusi lelang yang
mempunyai kekuatan hukum tetap dan
dijalankan, maka hapuslah kekuatan
mengikat dari coservatoir beslag atas
barang yang dilelang tersebut dan
kemudian berlakulah ketentuan Pasal
200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2)
RBG.

Akan tetapi pada kenyataannya
masih ada saja gugatan coservatoir
beslag atas barang yang telah dilelang
dibeli oleh pembeli lelang yang
dimenangkan oleh hakim. Menurut M.
Yahya Harahap di dalam bukunya
Permasalahan dan Penerapan Sita
Jaminan Conservatoir Beslag adalah
keliru dan salah apabila Ketua
Pengadilan Negeri beranggapan
conservatoir  beslag  masih  bisa
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dikenakan pada barang yang telah dilelang
dan oleh karenanya pembeli lelang tidak
diharuskan mengajukan permintaan
pengangkatan conservatoir beslag. Dalam
hal ini Ketua Pengadilan Negeri mesti

berpedoman pada ketentuan Pasal 200 ayat-

(11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBG dengan
tata cara:

1. Memerintahkan eksekusi ril
terhadap barang yang dijual lelang,
dan

2. langsung memerintahkan
pengosongan untuk serta merta
menyerahkan hak dan
penguasaannya kepada pembeli
lelang.

Hal ini dikarenakan menurut Pasal
200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2)
RBG, eksekusi riil berupa pengosongan dan
penyerahan barang vyang dijual lelang
kepada pembeli adalah merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisah pada eksekusi
penjualan lelang (executoriale verkoop).
Berdasarkan asas ini, eksekusi penjualan
lelang dianggap belum sempurna, selama
barang yang dilelang belum dikosongkan dan
diserahkan kepada pihak pembeli lelang.
(M. Yahya Harahap, 1990).

2. Berdasarkan Peraturan  Menteri
Keuangan Nomior 93/PMK.06/2010

Bahwa berdasarkan Peraturan
Menteri tersebut di dalam Pasal 78 huruf
(g), dimana dinyatakan bahwa pada bagian
kepala dari risalah lelang memuat yaitu
salah satunya sifat dari barang yang dilelang
dan alasan barang tersebut dilelang. Dalam
hal ini juga menurut informan peneliti
bahwa dengan alasan ini pihak balai lelang
tidak dapat dituntut mengenai barang hasil
lelang yang telah dibeli oleh pemenang
lelang. Didalam risalah lelang jelas
disebutkan kondisi barang dan hal-hal yang
ada pada barang yang akan dilelang dan
kondisi barang yang hendak dilelang juga
diumumkan secara lisan pada saat lelang,
jadi pada kenyataannya menurut informan
pihak pembelilah yang harus jeli dan hati-
hati dalam membeli barang hasil lelang
karena pihak balai lelang hanya bertanggung
jawab sampai batas penyerahan hak telah
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diserahkan. Apabila ada gugatan
debitur dan atau pihak ketiga maka hal
demikian adalah menjadi tanggung
jawab pembeli barang lelang.

Berdasarkan keterangan dari

informan tersebut, bahwa dengan
keadaan dan kondisi barang lelang yang
dilelang tersebut sangat mempengaruhi
harga barang lelang. Hal ini terjadi
dikarenakan resiko atas gugatan dan
lainnya adalah menjadi tanggungjawab
pembeli.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

l'

a.

b.

Kesimpulan

Bahwa  pelaksanaan  proses
barang agunan yang dilelang di
Kantor Pengurusan Piutang dan
Lelang Negara (KPZLN) vyang
sekarang menjadi Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKLN) telah sesuai
dengan peraturan yang ada.
Bahwa faktor-faktor penyebab
debitor/dan atau pihak ketiga
menggugat barang agunan yang
dilelang dapat dikatagorikan atas
2 (dua) katagori yaitu katagori
faktor internal yaitu yang ada
pada diri debitor/dan atau pihak
ketiga dan Kkatagori faktor
eksternal  yaitu diluar  dir
debitor/dan pihak ketiga
tersebut.

Perlindungan hukum yang ada
terhadap pembeli barang hasil
lelang belum dapat memberikan
rasa keadilan dan kepastian
hukum sesuai dengan tujuan
keadilan dan kepastian hukum itu
sendiri. Dasar hukum yang ada
yang berkaitan dengan
perlindungan hukum tidak tegas
menyatakan memberikan
perlindungan  hukum  kepada
pembeli lelang. Hal ini juga yang
mendasari mengapa harga rata-
rata penjualan melalui lelang
khususnya lelang eksekusi lebih
rendah dari harga pasar. Dalam
hal ini dikarenakan setelah
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pembelian barang lelang tersebut
yaitu penyerahan hak kepemilikan
barang setelah menerima salinan
risalah lelang, pembeli
bertanggungjawab atas hal-hal yang
terjadi selanjutnya terhadap barang
yang dibelinya, karena pihak balai
lelang dalam hal ini sebelumnya
sudah menginformasikan keadaan
dari barang yang dilelang tersebut
dan ini telah dituliskan dalam risalah
lelang.

Saran

= Undang-Undang Lelang yang masih
peninggalan Pemerintah Belanda
sudah saatnya diganti, karena sudah
tidak relevan dan tidak sesuai lagi
dengan keadaan sekarang ini.
Undang-Undang yang baru nanti
diharapkan akan lebih memberikan
rasa keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum bagi para pihak
terutama pembeli barang hasil
lelang khususnya lelang eksekusi.

-
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